AHMAD THOLABI KHARLIE

KONTROVERSI ULAMA SEPUTAR
KEDUDUKAN AL-ZIYADAH ‘ALA
AL-NASHSH DAN DAMPAKNYA
TERHADAP FIQH

Abstrak:

Dalam lingkup kajian hukum Islam, fenomena perbedaan pendapat
(tkhtild]) di kalangan para ulama adalah lumrab terjadi, baik di kalangan ulama
ﬁ/éz'b (fugahd’) manpun ulama wusul fikih (ushiltyyin). Disinyalisasi, perbedaan-
perbedaan pendapat di kalangan ulama itu tidak dipicu oleh satu atan dua latar
belakang an sich. Salah satu hal yang memicu munculnya perbedaan pendapat dalam
bidang fikih, misalnya, adalah persoalan perbedaan pemahaman (usul fikih) tentang
konsep al-Ziyidah ‘ald al-Nashsh. '

Kontroversi  ulama dalam kaidab ini sangat berpengarub terbadap
pemikiran di bidang fikih. Ini dapat diamati dari keragaman pemikiran fikih para
slama yang dilatarbelakangi dari kaidabh tersebut.

Istilah al-Ziyidah ‘Ali al-Nashsh dalam kajian disiplin ilmu usul fikib
agaknya, menurut hemat penulis, bukan termasuk terminologi yang mandiri dan
sentral. Karena, dalam kitab-kitab usul fikib induk sekalipun, istilah tersebut tidak
pernah menempati posisi pembabasan yang mandiri, komprebenstf, dan integral,
Namun, secara sederhana al-ggyidah ‘ald al-nashsh berarti penambaban atas suatu
teks (nash) yang berimplikasi secara hukum. Penambaban tersebut dapat berupa
keterkaitan secara substansial (mustaqill), maupun berbeda secara diametral (ghayr
al-mustagill). Penambabhan ini dilakukan oleh para ulama berdasarkan indikasi-
. indikasi yang mereka tangkap dari berbagai leks.

“ Secara umum penulis menemukan kenyataan bahwa lampaknya telah
terjadi kontroversi yang ‘lelanjang’ di kalangan ulama mengenai kedudukan al-
styddab ‘ald al-nashsh, apakah berfungsi sebagat sebagai naskh atau berada dalam
fungsi-fungsi lainnya. Dan, kontroversi ini, harus diakui, telah berimbas dan
berpengarub kuat terhadap hasil ytibad mereka, yakni dalam wilayah fikih (furd).

Kata Kunci: .4/-Ziyidah ‘ala al-Nashsh, Ushul Figh, Ijtibad
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I. Pendahuluan

Untuk menggali dan memahaml makna Alquran dan Sunnah
Rasulullah saw. serta rahasia-rahasia hukum yang terkandung di
dalamnya, para mujtahid telah merumuskan metode ijtthad. Berkat
penerapan metode ijtihad itulah hukum Islam berkembang dalam sejarah.
Metodologl jjtihad itu saat ini d15ebut dengan istilah “m/m/ al-figh” (usul
fikih).'

Melalui metodologi- ini '(baca. usul fikih), Alqurah dan Sunnah
Rasulullah saw. di samping dapat ‘dikembangkan dari segi kebahasa-
annya, juga dikembangkan dari segi substansinya. Perkembangan hukum
Islam dari segi substansinya lebih besar  kapasitasnya dalam menampung
persoalan-persoalan baru. Di samping itu, dengan berpegang kepada
metode usul fikih, maka seorang mujtahid dapat memastikan posisi akal
pikiran dalam memutuskan dan menangani hukum Islam. Dalam usul
fikih dijelaskan batas keWenangan akal pikiran dalam memahami wahyu,
mana yang harus diterima apa adanya dan mana yang boleh atau harus
melalui proses pemikiran akal.? '

Dengan demikian, maka dinamika hukum Islam sesungguhnya
terletak pada kontak antara faktor keluwesan hukum Islam sendiri di satu
pihak, dan faktor dinamika, kreativitas, keahlian para ulama, serta faktor
metodologi yang mereka gunakan pada pihak lain. Ketiga faktor tersebut
telah betjalan harmonis sepanjang sejarah pembentukan hukum Islam.

Wacana ‘(discourse) al-giyddab ald al-nashsh adalah bﬁkti dinamika
kreativitas, keahlian (kepakaran), dan keunggulan metodologi yang
dimiliki oleh para ulama usul fikih  (ushilipin). Diskursus ini, dengan
demikian, semakin memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam.

II. Pembahasan EoRTh
A. Tentang »al-Ziyiadah fAlﬁ'al—Nashsh” N

Istilah a/-Ziyadah ‘Als al-Nashsh dalam kajian disiplin ilmu usul
fikih agaknya—menurut hemat penulis—bukan termasuk terminologi
yang mandiri dan sentral. Karena, dalam kitab-kitab usul fikih induk
sekalipun, istilah tersebut tidak pernah menempati posisi pembahasan
yang mandiri, komprehen51f dan integral. ‘Oleh karena itu wajar jika
dalam berbagal literatur yang - penulis jumpai tak satu pun yang
mengungkap pengertian istilah tersebut secara terminologis.’

Meski demikian, penuhs menganggap pentilg mengemukakan
pengertian istilah ini, baik dari sisi literal maupun dalam konteks per-
istilahan (terminologi) usul fikih—tentu saja sebatas kemampuan penulis.
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Hal ini diharapkan menjadi wacana awal dalam memahami persoalan
yang tengah kita bahas. '
Secara generik (etimologi, literal) iswlah a/-Zzyddah ‘Al al-Nashsh
terdiri dari tiga variabel: a/Ziyidah, ‘Als, dan al-Nashsh. Kata “Al-
Zlyadah adalah bentuk #ashdar dari akar kata “3dda”, “‘yagidu’, “3aydan’,
“ztyddatan” yang berart penambahan atau sesuatu yang dlgabungkan
kepada sesuatu yang lainnya.*

Adapun “al-nash” adalah bentuk singular dengan format plural
“al-nushithsh” yang berarti jelas atau teks. Yakni sesuatu yang hanya
mengandung satu makna, sehingga menutup kemungkinan untuk
ditakwil’ Adapun yang dimaksud dalam makalah ini adalah teks-teks
suci, baik Alquran maupun Sunnah, yang menjadi landasan ijtihad para
ulama.

Dengan demikian, al-gsyddah ‘ald al-nashsh berarti penambahan
atas suatu teks (wash) yang berimplikasi secara hukum. Penambahan
tersebut dapat berupa keterkaitan secara substansial (mustagill), maupun
berbeda secara diametral (ghayr al-mustagill). Penambahan ini dilakukan
oleh para ulama berdasarkan indikasi-indikasi yang mereka tangkap dari
berbagai teks.

B. Pandangan Ulama tentang ”Al-Ziyadah ‘Ali al-Nashsh”

Dari berbagai literatur usul fikih yang dijumpai, pembahasan a/-
gtyddah ald al-nashsh selalu saja terkait dengan #askh. Para ulama berbeda
pendapat dalam memahami kedudukan a/-z7yddah ‘ali al-nashsh dengan
formulasi pertanyaan, apakah a/-g7yddab ‘ali al-nashsh tergolong naskh atau
bukan?® Kontroversi ini, pada gilirannya berimbas kepada beberapa
persoalan cabang (fikih), terutama yang berkenaan dengan teks-teks suci
(nash Alquran dan Sunnah) yang mengalami penambahan secara
substansial (fagyid).]

Secara literal naskh memiliki dua pengertian yakni ‘@libthal”
(pembatalan) dan atau ‘@/igdlah” (peniadaan) seperti dalam contoh
nasakhat al-riyih atsar al-gadam (angin telah menghapus jejak kaki).
- Adapun #zaskh dalam pengertian yang kedua berarti .4/-7ag/ (pemindahan)
seperti dalam konteks nasakhtu al-kitih (saya memindahkan isi buku).
Dengan demikian, maka sesuatu yang membatalkan, menghapuskan, atau
memindahkan disebut dengan “#dsikh”. Sementara yang. dibatalkan,
dihapuskan, atau dipindahkan disebut dengan “mansikh”.

Amir Syarifuddin memberikan rincian pengertian secara
terminologis menurut berbagai perspektif berikut ini: ’

1. Al-Qadhi Aba Bakr dan Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa
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kata nasakh tersebut mengandung arti'ganda (a/-m)@/larak) antara
memindahkan dan menghilangkan. Alasanya karena kata tersebut

bisa digunakan untuk kedua maksud tersebut dengan penggunaan
secara hakiki.

2. Aba Husayn al-Bashri berpendapat bahwa kata “naskh” secara
hakiki berarti menghilangkan, sedangkan penggunaannya untuk
maksud lain adalah secara majdgs (kiasan). Ia berargumen bahwa
penggunaan kata “naskh” dalam ungkapan “saya me-#askh buku
ini” adalah secara majigi. Karena pada hakikatnya apa yang ada
dalam buku tersebut tidak mungkin dipindahkan, karena ia masih
tetap ada. Dengan demikian arti haklkat dari naskh adalah
menghilangkan.

3. Al-Qaffal dari kalangan Syﬁﬁ‘iyah mengatakan bahwa kata naskh
digunakan secara hakiki untuk memindahkan atau meng-
hilangkan. ‘

4. Al-Sarakhsi dan kalangan Hanaﬁyah menjelaskan bahwa kata
nasakh dalam arti- memindahkan dan meniadakan bukan arti
hakiki, tetapi hanya makna magjags. Dalam kalimat “me-naskh
buku” tidak mungkin berarti memindahkan. Sebab sesudah di-
naskh ternyata buku tersebut masih seperti semula. Yang terjadi
adalah membuat hal yang sama di tempat yang lain. Me-#askh
hukum juga berarti tidak meniadakan. Karena hukum yang
semula masih tetap ada. Yang terjadi adalah mensyariatkan
hukum yang semisal dengan hukum itu untuk masa yang akan
datang \

Dalam pengertian termlnologl naskh didefmisikan oleh Fakhr al-
Din al-Razi dengan; “Baydn. intiha’ muddat bukm al-syar’iy bi tharig bukm
syar'iy mutarikhi ‘anh”. (penjelasan berakhirnya masa betlakunya suatu
hukum melalui dalil syarak yang datang kemudian). Maksudnya, bahwa
hukum yang dihapuskan itu atas kehendak Allah dan penghapusan ini
sesuai dengan habisnya masa berlaku hukum itu.

Sementara itu Al-Amidi mendefinisikan naskh dengan, “kbithib
al-syari’ almani’ min istimrir ma tsabata min bukm kbitib syar'iy sibig. (ibarat
dan ungkapan dari pembuat hukum (syari’) yang menolak berlakunya
kelanjutan hukum yang ditetapkan dengan ungkapan terdahulu).’

Al-Syithibi dari kalangan Malikiyah menetapkan naskh dengan
arti mencabut yang dirumuskan secara sederhana dengan, “Raf's hukm
syar bi dalil syar'iy muta’akbkbir (mencabut hukum syarak dengan dalil
syarak kemudian). "

Dengan mengamati keragaman definisi di atas, maka tak pelak,
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dampaknya akan terasa, baik langsung ataupun tidak, terhadap - |
pemahaman ulama dalam menyikapi konsepsi tentang a/-giyidah 1. al- -
nashsh.

Dalam amatan Muhammad Hasyim Kamali, perbedaan
pandangan di kalangan ulama tentang a/-3¢yddah ‘ali al-nashsh berkisar
pada dua persolan pokok." Pertama, tambahan yang berdiri sendiri
(mustagél) dari nash asal tetapi pokok persoalannya terkait, seperti
tambahan shalat keenam untuk shalat lima waktu yang telah ada.
Pertanyaannya, apakah hal ini diperhitungkan sebagai naskh dan
ketentuan asal? Dalam hal ini jumhur memberikan jawaban negatif, dan
memandang bahwa tambahan baru tidak dapat mengesampingkan
hukum yang telah ada tapi hanya menambahkan unsur baru ke dalamnya.

Kedua, tambahan bisa jadi tidak berdiri sendiri (ghayr al-musta-gil)
dari teks asal, di mana ia berhubungan dengan sesuatu yang menjadi
bagian yang integral dar ketentuan asal. Contoh hipotesisnya adalah,
ditambahkannya rekaat lain atau sujud tambahan kepada shalat fardbu.
Contoh lain, ditambahkannya syarat untuk memerdekakan budak dalam
denda melakukan hubungan seksual pada saat puasa. Syarat barunya,
bahwa budak tersebut harus seorang muslim. Apakah jenis tambahan ini
diperhitungkan sebagai pembatalan hukum yang telah ada? Para ulama
berbeda pendapat tentang persoalan ini. Dan, seperti halnya dalam
persoalan pertama, jumhur ulama memandang bahwa i1a tidak dianggap
sebagai naskh.

Dalam  konteks perbincangan ini, kalangan Hanafiyah
berpendapat bahwa ketentuan Hadis Abad tentang diterimanya - satu
orang saksi dan sumpah oleh penuntut menghapus teks Alquran yang
menetapkan dua orang saksi sebagai bukti hukum yang baku.'? Namun
demikian, zaskh tidak terjadi bukan karena ulama-ulama Hanafiyah
“menganggap tambahan baru sebagai sesuatu yang tidak penting. Tetapi,
persoalannya adalah bahwa Hadis Ahad tidak dapat menghapus ke-
mutawitir-an Alquran.”

Adapun pendapat jumhur yang tidak menganggap penambahan
baru sebagai kasus naskh,'" didasarkan pada argumentasi bahwa teks
Alquran tentang ketentuan dua orang saksi tidak mengesampingkan
kemungkinan pembuktian dengan cara yang lain. Oleh karena teks
Alquran tidak menegaskan sebagai suatu perintah wajib. Dengan
demikian, terbuka peluang untuk mencari cara-cara pembuktian
alternatif."”

Dalam magnum opusnya al-lbkim fi Ushil al-Abkim, secara
mendasar al-Amidi memberikan deskripsi analitis seputar kontroversi
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tersebut. Menurut dia, telah terjadi kesepakatan mayoritas ulama (a/-
Jjumbiir), bahwa . jika penambahan  tersebut menyangkut  persoalan
ibadah—contoh kasus—berkaitan langsung dengan substansi ibadah
yang ditambah' (a/magid ‘alayh), maka penambahan tersebut bukanlah
naskh terhadap hukum teks asal (mazzd alayh). Seperti dalam penambahan
- jumlah “shalat atas jumlah shalat, puasa, ha)l dan zakat yang telah
“ditentukan. Demikian jumhur berpendapat

Namun, lain halnya dengan pandangan sebaglan ulama di Iraq,
mereka menganggap bahwa penambahan atas shalat yang enam dari
shalat yang lima adalah representasi dari naskh. Jika amatan diarahkan
kepada persoalan- “al-shalit al-wustha’- sebagalmana yang diperintahkan
dalam  teks Alquran, “bdfishi a/a al-shalawdt wa al-shaldt al-wustha””
dianggap berada di luar kelompok “‘shalat yang lima”, maka hal ini tidak

menemukan momentumnya dengan mempertimbangkan dua hal."

Pertama, bahwa naskh terjadi pada hukum syarak. Sedangkan
dalam konteks ibadah shalat wusthd, maka ia adalah persoalan hakikat
(nyata), tidak dalam dataran hukum' syarak. :

Kedua, bahwasanya naskh ‘menjadi niscaya. Seandainya Syariat
mewajibkan empat- waktu shalat, kemudian mewajibkan lima waktu
shalat, zakat, atau puasa, maka yang demikian itu adalah termasuk raskh.
Karena mengeluarkan ibadah-ibadah dari keadaannya yang terakhir, dan
mengeluarkan ibadah-ibadah yang di depan dari bentuknya yang empat.
Dan hal ini tentu saja bertentangan dengan ijmak.

* Selain perbedaan dalam hal-hal tersebut, para ulama juga berbeda
pendapat dalam. persoalan penambahan jumlah rakaat dalam shalat,
penambahan jumlah ji/d (cambuk) terhadap ketentuan jild asal,

- penambahan sifat mukmin pada budak yang harus dimerdekakan dalam
sanksi ~kaffirah, setta  penambahan-penambahan - lainnya. Kalangan .
Syafi‘iyah, Hanabilah, dan kelompok dari Mu‘tazilah, seperti al-Juba’i dan
Abul - Hasyim—keduanya merupakan ' ‘tokoh  penting mazhab ini—
berpendapat bahwa hal-hal tersebut bukan merupakan naskh. Sementara
kalangan Hanafiyah menganggapnya sebagai na.r/e/), meski ada sebagian di
antara mereka (Hanafiyah) ada yang | berbeda."”

Ada yang berpandangan bahwa jika dalam penambahan tersebut
telah terjadi perbedaan atau menyalahi teks. sebelumnya—seperti dalam
konteks mafbim al-mukbilafah dan al-sparth—maka bentuk penambahan
semacam itu adalah naskh. Sepetti pada kewajiban zakat Kambing yang
diternakkan. Penambahan dalam kasus ini jelas bertentangan atau
berbeda secara diametral dengan sabda- Nabi (teks sebelumnya) yang
berbunyi, “Fi alghanam -al-si’imati - zakéiun”. Teks Hadis ini, jelas,
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meniadakan zakat kambing yang diternakkan.

Sementara itu, ada juga yang berpandangan, jika penambahan itu
merubah hukum teks asal, seperti penambahan pengasingan pada
hukuman 4ad dan penambahan 20 kali cambuk atas jad gadzaf, maka hal
itu termasuk dalam kategori #askh. Pandangan ini dipelopori oleh
komunitas ulama mazhab al-Karkhi dan Abt Abdillah al-Bashri (seorang
ahli hukum mazhab Mu‘tazilah).*

Selanjutnya, jika penambahan itu merubah teks asal secara syar?,
namun dengan tetap memberlakukan teks asal. Dan seandainya dilakukan
setelah adanya penambahan——sebagmmana yang dibuat pada masa
sebelumnya, maka adanya penambahan itu (seperti penambahan rekaat
pada dua rakaat shalat Fajar), maka itu adalah termasuk #as&h atau dapat
mengikuti di antara dua pilihan. Melakukan pilihan ketiga itu di-naskh
karena haram meninggalkan dua pekerjaan sebelumnya. Demikian pula
dalam hal penambahan hukuman pengasingan atas fad, penambahan dua
puluh kali cambuk atas ad gadzaf, dan penambahan syarat terpisah dalam
syarat-syarat shalat, seperti penambahan wudhu. Pendapat ini dipegang
‘oleh al-Qadhi ‘Abd al-Jabbar (ulama Mu‘tazilah, pengarang Tafsir al-
Kasysyaf). *

Kelompok lain berpandangan, jika penambahan itu bersambung
atau berhubungan dengan teks awal-—seperti penambahan dua rakaat
atas dua rakaat shalat subuh—maka hal semacam itu berlaku ketentuan
naskh. Namun, jika penambahan tersebut tidak demikian (z#ishal}—
seperti penambahan dua puluh kali cabuk atas pad gadgaf—maka pada
kasus tersebut tidak berlaku ketentuan #askh. Dan pendapat inilah ‘yang
dipilih oleh al-Imim Al-Ghazili (seorang ulama besar dari kalangan
Sunni, yang sering disebut sebagai hujjat al-Islim). Yakni jika penambahan
tersebut datang di belakang teks asal, dan menghilangkan hukum syarak
(syariat) maka hal itu adalah #askh. Namun, jika penambahan itu tidak
tetletak di belakang teks asal atau menghilangkan hukum asal yang
‘agliyyah tidak termasuk dalam #askh yang asli. Demikian pandangan Aba
al-Husayn al-Bashri .

Berkenaan dengan persoalan di atas, berikut ini penulis
kemukakan 10 contoh persoalan fikih (f#ri) sebagai dampak dari
perbedaan pemahaman para ulama dalam memahami kedudukan a/
dyddab ‘ali al-nashsh, terutama kaitannya dengan persoalan naskh.?

Pertamma, mengenai kewajiban zakat Kambing (Domba) yang
dipelihara dengan pakan (ma'/iifah al-ghanam). Dalam kasus ini, al-Amidi
memandang bahwa hal itu bukanlah #aséh hukum, dengan beralasan
kepada sabda Nabi saw., “F: al-ghanami al-si’imat sakdy” ini. Karena tidak
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mengandung maksud peniadaan zakat kambing yang dipelihara dengan
pakan. Akan tetapi yang dimaksud dalam peniadan zakat kambing yang
diberi pakan ~adalah berdasarkan hukum akal asli** Maka peniadaan
tersebut bukan termasuk naskh.

Kedna, mengenai penambahan satu raka’at shalat shubuh sehingga
menjadi tiga raka’at. Aba Hasan al-Bashri berkata bahwa ini bukan naskh
hukum. Dalil yang menunjukkan bahwa wajibnya shalat subuh karena
penambahan satu rakaat dimungkinkan me-naskh yang dua rakaat, atau
me-naskh bagian-bagiannya dan wajib-wajibnya. Menurut al-Bashri, hal
ini tidak bisa me-naskh dua rakaat karena naskh tidak ada hubungannya

dengan pekerjaan, dan juga tidak bisa me-zaskh bagian-bagiannya.”

Ketiga, mengenai penambahan -hukuman (sanksi) pengasingan
dalam judiid dan penambahan duapuluh atas delapanpuluh cambuk
bukanlah naskh. Karena yang dikatakan naskh adalah membatalkan yang
delapan puluh cambuk ini tidak bisa karena pada tetapnya hukum awal
sebelum adanya tambahan?

Keempat, secara inplisit Allah mewa)lbkan membasuh dua kaki
dalam berwudhu. Kemudian kita memilih antara membasuh kedua kaki
tersebut dengan mengusap dua “huf’. Atau bolehnya memilih sanksi
kaffirah antara memberi makan orang miskin atau berpuasa, dan
kemudian ditambah dengan yang ketiga yaitu memerdekakan budak.
Apakah yang demikian itu me-naskh kewajiban membasuh kaki, dan
wajibnya memilih antara memberi makan orang miskin dan puasa?
Yang benar adalah me-naskh mencuci dua kaki dan bukan me-naskh
dalam pemilihan antara memberi makan orang miskin atau berpuasa,
karena memilih antara memberi makan dan . berpuasa maknanya
bahwasanya yang wajib adalah salah satu dari kedua pilihan ini.”’

Kelima, Allah mewajibkan dua orang saksi dalam firman-Nya
"Wastasybidii syabidayni”® Apabila satu hukum boleh dengan satu saksi
dan sumpah berdasarkan &babar al-wibid, apakah yang demikian itu me-
naskh hukum terhadap dalil dua saksi sebagaimana firman Allah di atas?.
Jawaban yang benar adalah tidak me-naskh. Hal ini disebabkan karena
maksud ayat ini adalah menunjukkan kebolehan hukum dengan dua
orang saksi. Sedangkan kesaksian dua orang tersebut adalah hujiah. Di
sini tidak ada pengertian yang melarang hukum dengan b#jjab yang lain
kecuali dengan memperhatikan mafhiizm, dan bukan pujjah pada yang
disebut di depan, dan seandainya itu bujah maka yang demikian itu
adalah naskh, dan naskh tidak bisa dengan kbabar al-wibhi Ad

Keenam, kalau Allah mewajibkan memerdekakan budak secara
mutlak pada kaffirab hibir, maka menambahkannya dengan iman pada
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budak yang dimerdekakan dapat dipahami dari firman Allah ini. Dalil =

tersebut menunjukkan kebolehan budak yang kafir dan budak yang
lainnya. Adapun penghubungannya (korelasi) dengan iman merupakan
bentuk #askh. Dan ini tidak boleh dengan dalil akal, gzyds, dan &habar a/-
wahid. :

Ketujub, apabila Allah menjelaskan kewajiban memotong tangan
dan kaki bagi pencuri, maka dibolehkan pula memotong kaki yang
sebelah lagi setelah itu. Apabila yang demikian dihilangkan oleh karena
ketidakbolehan berdasarkan hukum akal ash/, maka hal ini tidak jadi #as&h
syar’’. Namun, jika penafian itu berdasarkan keharaman, maka hal itu
adalah naskh, dan bukan naskh pada maksud yang pertama karena tidak
adanya dalil yang menunjukkan ke arah itu.”

Kedelapan, apabila ditambahkan dalam tbabdrah persyaratan
membasuh anggota tambahan dari anggota yang enam, yang demikian itu
bukanlah #askh karena wajibnya membasuh anggota yang enam, kalau
begitu ia wajib dengan wajibnya membasuh anggota tambahan.™

Kesembilan, firman Allah swt. yang berbunyi, “Tsumma atimmii al-
shiyima ili al-lay/’”’ ini menunjukkan bahwasanya Allah menjadikan
malam sebagai batas akhir dari puasa. Maka kewajiban puasa pada awal
malam setelah itu apakah dapat dikategorikan sebagai #askh manakala
ayat menunjukkan awal malam sebagai batas akhir dari puasa? Dan yang
benar pada masalah ini adalah wajibnya puasa pada awal malam bukanlah
naskh. Hal ini terlthat dari madlil-nya ayat, seandainya naskh ini tidak
terjadi karena dalil akal dan £habar al-wihid™

Kesepulub, jika Allah berfirman, >Shallii in kuntum muththabbirin®’,
maka pensyaratan “syarth” lain bukanlah zaskh. Karena yang demikian
itu boleh jadi' #askh karena wajibnya shalat dengan zhabdrah, atau
kebolehanya.*

C. Dampak Kontroversi terhadap Produk Ijtihad: Analisa Kasus -
Adapun dampak dari kontroversi dalam kaidah ini dapat dilihat
dalam beberapa contoh berikut ini:”" Pertama, kewajib niat dalam
berwudhu dan mandi junub. Perbedaan pendapat dalam persoalan ini
beranjak dari firman Allah Swt.,
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak
mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu

sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu
hingga kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah...”*

Ayat ini dengan jelas menyebutkan empat dari rukun wudhu, dan
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me-merintahkan bersuci dari jandbah. Namun, para ulama- berbeda
pendapat mengenai apakah niat termasuk rukun dari wudhu dan mandi.

Dalam hal ini, sedikitnya terdapat tiga pandangan ulama yang
berbeda. Kelompok pertama berpendapat bahwa niat termasuk ke dalam
salah satu - rukun dari rukun shalat dan mandi. Kelompok ini
direpresentasikan oleh Imam Syafi4, Imam Malik bin Anas, Ishak, dan
Dawud. Argumentasi mereka dilandasi oleh sabda Rasulullah Saw.,
“Sesunggubnya segala perbuatan selalu dilandasi dengan motivasi (niat)”.”

Pandangan kedua menyebutkan bahwa niat hanyalah salah satu
syarat dari syarat-syarat wudhu, bukan sebagai rukun. Kelompok ini
dipelopori oleh Imam Ahmad bin Hanbal.

Sedangkan pendapat ketiga berpandangan bahwa niat tidak
termasuk rukun dan juga tidak termasuk syarat dalam berwudhu dan
mandi junub. Golongan ini diwakili oleh Imam Abi Hanifah, Dalam
pandangannya, wudhu dan mandi junub tetap sah tanpa niat. Hal yang
demikian . itu, menurutnya, disebabkan dalam ayat wajibnya wudhu
tidaklah disebutkan niat. Menurut Abu Hanifah disyaratkanya niat adalah
merupakan al-giyidah ‘ald al-nashsh.  Sedangkan al-giyidah ‘ald al-nashsh
adalah naskh. Sementara suatu ayat tidak dapat diraskh kecuali dengan
ayat, sunnah mutawatir, atau masyhuj:. Dan Hadis “innamai al-a'mdlu bi al-
néyydt”’” bukanlah hadis mutawau'r.‘ :

Imam al-Syarakhsi, mengutip al-Syafr’i, berujar bahwa tidak sah
wudhu dan mandi junub kecuali dengan niat. Dengan beralasan hadis
Nabi “innami al-a’milu bi al-niyyit”, dikarenakan bersuci adalah ibadah.
Seperti halnya tayammum, maka tidak sah tanpa adanya niat. Dan ini
‘karena.ibadah tidaklah sempurna tanpa niat dan %gimab dari seorang
hamba. Berbeda halnya dengan membersihkan najis. Jenis aktivitas ini
(membersihkan najis) tidaklah termasuk ibadah.

Dan ayat wudhu—seperti yang telah dikemukan di muka—Itu
sebenarnya sudah sempurna tanpa niat. Dan disyaratkanya niat adalah
hanya al-giyidah ‘ald al-nashsh. Sedangkan al-giyddah ‘ald al-nashsh tidak
eksis atau tidak dapat diberlakukan dengan khabar al-wibid dan juga tidak
dapat berlaku dengan giyds. Demikian ulama Hanafiyah.

Kedua, mengenai tertib urutan anggota wudhu. Imam Syaf’i dan
Imam Ahmad berpendapat bahwa tertib adalah rukun dari rukun wudhu.
Ini berdasarkan sabda Rasulullah, “Ibda’% bimd bada’a Allihu bibi’!' Hadis
ini konteksnya berkaitan dengan haji dan Hadis ini bersifat umum, dan,
“al-tbrab bi umumi al-lafzh la bi kbusis al-sabab’, serta melihat praktik
Rasulullah Saw., dimana beliau tidak berwudhu kecuali dengan tertib
urutan anggota wudhu. '
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Seandainya tertib itu bukanlah rukun dalam berwudhu pastilah ini
tidak dilakukan Rasulullah setiap kali berwudhu, atau setidaknya
Rasulullah akan menjelaskan bahwa hal ini hukumnya adalah ji%3. Dan
hal ini (bahwa tertib adalah termasuk rukun) juga diperkuat ketika pada
kali yang lain Rasulullah berwudhu sesuai dengan tertibnya seraya
bersabda, “Ini adalah wudhu, Allah tidak akan menerima shalat tanpa
dengannya”.

Adapula yang berpendapat lain, seperti yang dikemukakan Abua
Hanifah dan segenap pengikut mazhab Hanafi, mereka berpandangan
bahwa fertib adalah salah satu sunnah dari sunnah wudhu. Hal ini
berlandaskan kepada pendapat semula bahwasanya a/-3zyddab ‘ali al-nashsh
adalah naskh. Mazhab Hanafi mensyaratkan ndsikh harus setara dengan
yang di-mansikh; karena Alquran hanya memerintahkan untuk
membasuh empat anggota wudhu, dan membasuhnya pun akan tetap
sempurna tanpa harus rertib.*

Ketiga, ketentuan membaca al-Fatthah dalam shalat. Imam Syafi‘i
berpendapat bahwa membaca al-Fatthah pada setiap rakaat dalam shalat
adalah rukun dari rukun shalat, yang tidak sah shalat tanpa membaca al-
Fatihah tersebut, baik itu ia berposisi sebagai imam maupun makmum,
kecuali bagi makmum yang terlambat (wasbig) pada saat ia mengikuti
shalat ketika imam sudah rukuk, maka tetlepas darinya berkewajiban
membaca al-Fatihah, tetapi kalau ia mendapatkan jamaah belum rukuk
maka ia tetap berkewajiban membaca al-Fadhah. Demikian pendapat
pertama. ' '

Pendapat kedua—yang hampir senada—dikemukakan Imam
Ahmad bin Hanbal dalam statement-nya yang masyhiir, berpendapat bahwa
membaca al-Fatihah adalah salah satu rukun dari rukun shalat, dan wajib
dibaca pada setiap rakaat. Inilah pandangan yang m#tamad. Dalam suatu
pernyataannya yang lain, Ahmad menyatakan bahwa membaca al-Fatihah
adalah fardhu ketika sendiri dan ketika menjadi imam. Adapun makmum,
maka dimasukkan pada bacaan imamnya. Akan tetapi disunatkan bagi
makmum untuk membacanya saat imam terdiam dan pada saat imam
tidak men-jzhr-kan bacaannya (rakaat ketiga dan kempat).

Pendapat ketiga, dikemukakan oleh Imam Malik, berpandangan
bahwa membaca al-Fatihah adalah salah satu rukun dari rukun shalat dan
dibaca pada setiap rakaatnya, baik ketika shalat sendiri maupun ketika
menjadi imam, namun tidak demikian dengan makmum. Akan tetapi
makmum disunatkan membaca fatihah pada saat imam tidak men-jabr-
kan bacaannya.

Pendapat yang lain, dikemukakan oleh mazhab Hanafi, mereka
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ber—pandangan bakiwa membaca surat Alquran atau sed1k1tnya tiga ayat
dari surat apa saja atau satu ayat yang panjang adalah fardhu bagi orang
yang shalar sendiri dan bagi imam. Dan wajib dibaca ayat tersebut pada
dua rakaat pertama. Dan pada rekaat kedua terakhir boleh dibaca atau
boleh diganti dengan bacaan tasbih atau tidak membaca apa-apa. Tetapi
lebih baik (afdhal) dibaca. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Saw.

pada salatnya. Adapun pada sahalat-shalat sunnah membaca ayat-ayat
tersebut adalah wajib pada setiap rakaatnya. Begitu pula pada salat witir.

Karena ketentuan membaca al-Fitihah secara esensi bukan merupakan
fardhu shalat, tapi hanya salah satu wajib dari wajib shalat. *

Adapun yang berpendapat al-Fatihah adalah salah satu dari rukun
shalat mereka mendasarkan pendapat mereka kepada Hadis yang
diriwayatkan al-Bukhiri dan Muslim, bahwa Rasulullah bersabda, ‘T4
shalita liman lam yagra’ bi fitibat al-kitib”** :

Keempat, “tuma‘ninah” pada saat rukuk dan sujud. Kelompok |
pettama berpandangan, bahwa fuma‘ninah bukan fardbu shalat, akan tetapi
wajib (menurut /akhrij dati al-Karhi) dan Sunnah (menurut takbrij dari al-
Jujan). Yang termasuk dalam. kelompok ini adalah imam Aba Hanifah
dan mazhabnya. Sedangkan yang hukumnya fardb# menurut pendapat ini
adalah ruku dan sujudnya, hal ini dikarenakan:

1. Yang diperintahkan . Allah adalah rukuk dan - su]ud bukan
tuma‘ninah-nya sebagaiman firman-Nya, “Irka'% wa isjudii”,”’ Rukuk
adalah = menundukkan badan sementara’ sujud adalah me-
nempelkan kepala ke bumi. Dan itu bisa saja dicapai tanpa harus
tuma’ninah. Dan dijadikannya tuma’ninah sebagai fardu adalah
manipestasi datl a/-3gyddab. ‘ald al-nashsh Alquran dengan kbabar al-
wabid, dan penambahan di sini berkedudukan sebagai naskh,

karena tidak dlbenarkan me- mmé/) Alquran dengan khabar al-
wabid. :

2. Ada sebuah riwayat yang menyatakan Fa 134 fa ‘alia hiadzi fagad
tammat shalituka, wa ma intaqasta min had3a fa innamd intagastabu min
shali-tika” (Apabila kau mengerjakan ini (tuma‘ninab), maka telah
sempurna  shalatmu, tapi apabila engkau mengurangi ini
(tuma ‘ninah) maka engkau telah mengurangi shalasmu”.

- Adapun wayb al-istidlil kedua riwayat ini adalah sebagai berikut: (1)
bahwasannya Rasulullah menamakan sesuatu yang dikerjakan oleh Badui
tersebut dengan shalat, sebagalmana sabdanya, “Wamdi naqasta min hidi
fa innamad inta-gastabd min shalitika’. Seandainya tuma‘ninab dmnggalkan
dan mengakibatkan batalnya shalat, maka shalat yang dikerjakan Badui
tersebut wsdak bisa - disebut shalat, hal ini, sebagaimana kalau kita
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meninggalkan rukuk dan sujud dan tentunya yang kita kerjakan tidak bisa
dikatakan shalat. (2) Rasulullah saw. meninggalkan (a/-mdsi'u shalitih)
setelah rakaat pertama sampai selesai. Seandainya meninggalkan
tuma‘ninah membatalkan shalat, maka pastilah batal dari sejak rakaat
pertama, dan tentunya kalau sudah batal dari rakaat pertama. Maka
dengan demikian tidak boleh meneruskanya ke rakaat kedua dan dan
rakaat seterusnya. Jadi,. Zagrir Rasulullah ini justru memberikan dalil
bahwasanya tidak batal shalat tanpa swma‘ninah. Sedangkan tagrir
Rasulullah adalah salah satu dalil dari dalii syar7yab.

Sedangkan pendapat kedua, dipelopori oleh Imam Syafr’i, Malik
bin Anas, Ahmad bin Hanbal, dan Abt Yusuf dari kalangan Hanafiyah
berpandangan bahwa ‘fuma‘ninah adalah fardbu. Oleh karena itu shalat
akan batal bila meninggalkannya, dengan argumentasi:

1. Sabda Rasulullah saw., ” Tsumma irka’ hattd tathma’in riki’an tsumma
irfa’ hattd tatadili qd’iman, tsumma wusjud hattd tathma'inna sdjidan,
tsumma irfa’ hattd tathma’inna jilisan, tsumma usjnud battd tathma’inna

sdjidan, tsumma ifal d<dlika fi shalitika kullahd”*

2. Sabda Rasulullah saw., “Ld taj33’u shalita ld yugima al-rajulu shalbabsi
fiba fi al-rukd’ wa al-sujid”” : '

3. Firman Allah swt: “Irk % wa isjudii”.” Firman ini mutlak diterangkan
oleh Rasulullah dengan perbuatan dan pernyatannya. Oleh karena
itu, wajib hukumnya mengikuti apa yang diterangkan oleh
Rasulullah tersebut.”

Kelima, pensyaratan thahirah ketika thawdf. Pendapat pertama
berpandangan bahwa thahdrah bukanlah syarat sahnya thawdf. Akan tetapi
hanya berupa wajib bahkan hanya sunnah. Pendapat ini dipeloposi oleh
Abu Hanifah dan pengikutnya. Oleh karena itu barang siapa yang thawdf
gqudiim dan 1a dalam keadaan ber-hadats ia berkewajiban membayar
sedekah (fidyah). Dan seandainya seseorang thawif (thawdf 3ayirab/ sunnah)
dan dia dalam keadaan ber-hadats, maka ia wajib menyembelih seekor
kambing. Dan seandainya seseorang fhawdf dalam keadaan junub maka ia
berkewajiban memotong seekor unta gemuk, serta diperintahkan untuk
mengulangi zhawdf -nya selama ia masih di Mekkah. Sedangkan hukum
mengulang hawdf -nya adalah wajib apabila ia pada thawdf yang sebelumya
betjunub. Dan sunnah apabila dalam shawif yang sebelumnya ia hanya
ber-hadats saja. h

Kewajiban ini dikarenakan diperintahkan oleh Allah Swt.
berdasarkan firman-Nya, “Wa/ yaththawwafii bi al-bayti al-‘atig”’” Dan

yang disebut tbawaf adalah berputar mengelilingi Ka’bah tanpa adanya
kaidah yang menerangkan harus suci (berwudhu). Disyaratkanya thabarah
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adalah a/-ggyddab ‘ali al-nashsh Alquran dengan &habar wabid, dan ndsikh
yang seperti ini tidak shd/zp. '

Di dalam al-Mabshsit, seperti dikutip al-Hin, dikatakan bahwa
bujjab  yang berpendapat seperti ini adalah, bahwasanya yang
diperintahkan di dalam #ash adalah thawif, sebagaimana firman-Nya,
“walyaththawwafii”. Dan yang dikatakan - thawdf adalah berputar
mengelilingi Ka’bah. Dan hal yang demikian ini bisa dikerjakan baik oleh
yang ber-hadats maupun oleh orang yang punya wudhu. Dan
disyaratkannya thabirab adalah al-gyidab ‘ald  al-nashsh, sedangkan
penambahan yang seperti ini tidak dapat terjadi dengan &habar al-wibid.
Tidak juga denga qiyas. Dengan demikian, thahdrah tidak jadi rukun di
dalam thawdif karena yang namanya rukun tidak bisa ditetapkan kecuali
dengan nash. Adapun wajib bisa ditetapkan dengan kbabar al-wahid.
Karena hal itu hanya wajib dalam @#za/ bukan wajib dalam %/ al-yagin.

‘Pandangan kedua, yang dipelopori oleh Imam Syafr’i, Maliki,
Ahmad dalam gaw/ masybiir berpendapat bahawa thahdrah baik itu dari
badats besar maupun hadats kecil adalah salah satu syarat dari syarat
thawdf. Oleh karena itu, tidak sah tbawaj tanpa fthabdrah. Adapun

argumentasi kelompok in1 adalah:

1. Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, “Kbhudsi  ‘anni
mandsikakum”’ Dan diteréngkan di dalam shabih-nya bahwa
Aisyah ra. menjelaskan bahwa yang mula-mula dilakukan
Rasulullah saat tiba di Mekkah adalah berwudhu kemudian thawif.
Maka perbuatan Rasulullah ini adalah pen]elasan dari sabda
sebelumnya. : S

2. Seperti yang diriwayatkan al-Turmudzi,  “A/LThawifu bi al-bayti
shalitun illd annakum tatakallamina ﬁ/)”.s2 Oleh karena itu, maka
salah satu sarat sahnya shalat adalah #habdrab. Begitu juga thawdf.

3. Apa yang diriwayatkan al-Bukhiri dan Muslim dari ‘A’isah
bahwasanya Rasulullah saw. bersabda kepada ‘Alsyah ketika
haji—bertepatan dengan kondisinya yang tengah haid, ‘Ifali kami
“yaf'al al-hajj ghayr anlé tathifi bi al-bayti hatti tathhir.” (Kerjakanlah
rukun-rukun haji sebagaimana dikerjakan oleh para haji kecuali
thawdf di Ka’bah hingga kamu suci [dari haid]). Maka dengan
demikian shawdf dilarang ketika dalam keadaan tidak suci. Ini
adalah hukum dan sebab. Dan ghabir-nya, hukum berkaitan erat
dengan sebab. Maka larangan hawdf adalah karena ketidaksucian
(haid). Bukan karena tidak boleh masuk masjid karena haid.>

Keenam, pengasingan pezina lajang. Kaum muslim sepakat bahwa
pezina yang masih lajang diid sebanyak seratus kali, berlandaskan
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firman Allah, “a/-Zini wa al-3aniyatu fa ijlidi kulla wihidin minbuma mi'ata
jaldah”’*

Persoalan yang berbeda di kalangan ulama adalah apakah
pengasingan itu termasuk paket dari jalad atau pengasingan tersebut
bagian dari pad. Al-Syafi'i dan Ahmad berpendapat, bahwa pengasingan
itu termasuk bagian dari had. Pendapat mereka diperkuat oleh beberapa
dalil:

1. Hadis al-Asif yang diriwayatkan al-Bukhir, Muslim, dan Ashhab
al-Sunan: Ahmad dari Aba Hurayrah dan Zayd bin Khalid
bahwasanya mereka berkata, “Bahwasanya seorang badui datang
kepada Rasulullah saw. dan berkata ya Rasulullah, “Aku-

- bersumpah dengan nama Allah di hadapanmu agar engakau
memutuskan atasku dengan hukum Allah. Maka ' Rasululah

bersabda, “Katakan!”. Dia berkata, “Sesungguhnya anakku telah - -

berbuat zina dengan seorang wanita. Dan aku telah
memberitahukan bahwa 1a akan dirajam. Maka aku telah
membayarkan diyat dengan 100 ekor Kambing dan anak kabing.
- Maka aku bertanya kepada ahl al-‘ilmi bahwa anakku harus dijilid
seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, dan bagi
perempuan itu adalah dirajam”. Maka Rasulullah bersabda,
“Demi zat yang jiwaku ada di tangan-Nya, sesungguhnya aku
akan memutuskan perkara diantara kamu dengan kitab Allah.
Maka kembalikan kambing anak kambing. Dan anakmu d1]111d

seratus kali serta diasingkan selama 1 tahun. 255

2. Apa yang diriwayatkan Muslim, Aba Dawud, Turmudzi, dan Ibnu
Majah dan ‘Ubadah bin Shamit, ia berkata bahwa Rassulullah
Saw. bersabda, “Kbudzii ‘anni kbhudzii ‘anni qad ja‘alalalidhn labunna
sabila, al-bikr bi al-bikr jaladii mi‘ata wa nuftya sanah (Ambillah dariku
ambilah dariku, Allah telah manjadikan bagi mereka jalan:
bujangan dengan perawan di- _]Z/d seratus dan diasingkan
setahun).*®

3. Apa yang datang dari Rasulullah Saw. bahwasanya beliau telah
mengasingkan pezina, begitu pula Aba Bakr, ‘Umar, ‘Utsman.
Pengasingan ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan.

Kecuali Malik yang men-Zakhshish keumuman hadis ini dengan hadis yang

melarang perempuan mengadakan petjalanan tanpa mabrim. (wa ld
tusdfiranna imra’atun wa m a ‘aba dgu mubrim). 7

Pandangan lain, yang dipelopori oleh mazhab = Hanafi

~ berpendapat bahwasa 4ad ialah ji/d seratus kali dan pengasingan bukanlah

- dari pad akan tetapi merupakan bentuk ss'@r. Maka hakim dapat
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memutuskan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan untuk -meng-
asingkan seseorang sebagai hukuman fa’zr. Mereka berargumentasi
berdasarkan:

1. Ayat tentang ji/d. Bahwasanya yang disebutkan dalam Alquran
hanyalah ji/d. Adapun tambahan pengasingan adalah a/-37yddab ‘ali
al-nashsh Alquran dengan khabar al-wihid. Maka hal ini tidak dapat
dilakukan. Dan Hadis ‘Ubadah di atas ada kemungkinan di naskh
sebagaimana kemungkinan naskh Hadis, “al-Tsayyibu bi al-tsayyibi

Julida mi‘ata wa lg rajm’.

2. Hadis yang diriwayatkan dari ‘Umar ra. bahwasanya ia pemah
mengasingkan Tabi‘ah bin Umayyah. Maka setelah kasus itu
‘Umar tak lagi melakukan hal serupa bagi kaum muslimin.
Seandainya pengasingan bagian dari bad, maka ‘Umar tidak
mungkin meninggalkannya.

3. Hadis yang diriwayatkan dari Ali.ra., yang mengindikasikan bahwa
pengasingan adalah merupakan fa'gr™

III. Penutup

Mengamati runtutan pembahasan di atas, tampaknya telah terjadi
kontroversi yang ‘telanjang’ di kalangan ulama mengenai kedudukan a/-
Jtyadab ‘ald al-nashsh apakah berfungsi sebagai sebagai naskh atau fungsi-
fungsi lainnya. Dan, kontroversi ini berimbas pada hasil ijtthad mereka,
yakni dalam wilayah fikih. (furi).

Demikian, semoga bermanfaat. Wallihu a’lam bi al-Shawdib
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